SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI GROBOGAN,

bahwa guna mendukung kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan daerah, diperlukan kegiatan perjalanan
dinas jabatan dalam rangka pencapaian suatu output
kegiatan;

bahwa kegiatan perjalanan dinas jabatan perlu
dilaksanakan secara tertib sehingga dapat mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang optimal;
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan
optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam
negeri, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan
Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri perlu diubah dan
disesuaikan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



Menetapkan

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor
4);

6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2023

tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 42)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG TATA
CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI.

Pasal I

Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor
42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
(Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 42)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
(Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 9)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
(1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh pelaksana perjalanan
dinas dilakukan sesuai Surat Tugas atau Surat Perintah.
(2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
minimal memuat:
a. pemberi tugas;
b. pelaksana tugas;
c. waktu pelaksanaan tugas; dan
d. tempat pelaksanaan tugas.
(3) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
minimal memuat:



(4)

(5

(6)

(7)

(8)

a. pemberi perintah;

b. pelaksana perintah;

c. waktu pelaksanaan perintah; dan

d. tempat pelaksanaan perintah.

Surat Tugas atau Surat Perintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan oleh:

a. Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang
dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Kepala
Perangkat Daerah;

b. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang
dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
c. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan
yang dilakukan oleh:
1. Asisten Sekretaris Daerah;
2. Staf Ahli Bupati; dan
3. pejabat eselon III ke bawah atau yang
disetarakan di lingkungan Sekretariat Daerah.
d. Kepala Perangkat Daerah untuk Perjalanan Dinas
Jabatan yang dilakukan oleh pejabat eselon III ke
bawah di lingkungan Perangkat Daerah yang
bersangkutan dan selain pejabat eselon III ke bawah
di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
dan
e. Pemimpin BLUD untuk Perjalanan Dinas Jabatan
yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan
unit kerja yang menerapkan sistem BLUD.
Penerbitan Surat Tugas atau Surat Perintah oleh Bupati
kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a didelegasikan kepada Sekretaris
Daerah.
Penerbitan Surat Tugas atau Surat Perintah oleh
Sekretaris Daerah kepada pejabat eselon III ke bawah di
lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf ¢ angka 3 didelegasikan kepada
Asisten Sekretaris Daerah.
Penerbitan Surat Tugas atau Surat Perintah oleh Kepala
Perangkat Daerah kepada pejabat eselon III ke bawah di
lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan dan
selain pejabat eselon III ke bawah di lingkungan Perangkat
Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf d dapat didelegasikan kepada pejabat satu
tingkat di bawahnya.
Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Agustus 2024
BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD.

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
3

080G
RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina
NIP. 19820929 200501 1 006
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